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KATA PENGANTAR

Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT penyusunan Lapgoran Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Pandapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 20186
telah dapat tersusun sebagal bentuk transparansi penyelenggaraan Pemerintahan
selama Tahun 2016,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014, serta dengan tekad dan semangat scbagal salah satu instrumen dalam
upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragirl Hulu dan sebagsi media pertanggungjawaban serta sarana
informas! dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar |aporan Kineria Instansi pemsrintah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 inl berisi informasi tentang
Perencanaan dan Capatan Kinerja Tahun Pertama dalam masa RPIMD Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Kami menyadarl bahwa materi LKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat
masih banyaknya kendala yang dihadapi, balk ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan
maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan Indikator kinerjanya.
Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dar berbagai pihak, maka
penyusunan LKIP ini dapat diselesalkan,

Akhir kata tak lupa kami haturkan terima kasin kepada semua pihak yang telah
banyak berperan hingga tersusunnya LKIP Tahun 2016 ini.

Rengatl, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI RULU
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengukur kineria instansi pemerintah melaksanakan orinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik rﬂaad Governance), Pemerintah talah menerbitkan
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagal upaya pertansgung Jawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah
agar dapat melaksanakan Lugas pokok dan fungsmya recara efektif dan efisien,
Berdasarkan Impres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut, dimana setiap instanst pemerintah diwajibkan menyusun
suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabiiitas Kinerja adaiah
perwujudan  kewajtban suatu  instansi  pemerintah  unatuk mesmner Langgung
jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapal
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang Letah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat
disebut sebagal instrumen pertanggung jawaban, yang merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instans! pemerintah.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah -adalah untLk
mendorong terciptanya akuntabititas kinerja instansi pemerintah sebagai saan
satu prasyarat untuk Lerciplanya pemerintah vang batk dan terpercaya.

Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah @

1. Menjadilkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, eofektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

2. Terwujudnya Lransparansi instanst pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarnkat datam pelaksanaan  pembangunan
nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintahan yang baik (Good Governance) iﬂrrrupakan isu yang patne
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publilk dewasa ini sejalan Gengan
penyelenggaraan otonemi daerah. Alas dasar fekad dan semangal untuk
perwujudan good governance itu maka beban tugas dan tangegung jawab Uinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagal peranghat daerah pada
Pemerintah Kabupaten Indragirt Hulu dirasahan semakin berat, karena aparalur
daerah dituntut untuk mewujudkan administrasl Megara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan nelaksanasn Lumzs dan fungs penyelengdaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam ranghka
pemenuhan atas tuntutan ity make diperlukan pengembangan dan penotapan
sistern serta prosedur kerja yang cepat, lepat, jelas dan nyata serta dapal
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dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tumas pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragini Hulu harus bisa berlangsung secara
berdayaguna dan berhasil gura, Selanjulhya uniuk memperlangsuny jawabian

kebarhasilan dalam melaksanakan Akuntabilites Kinerja Instansi Pemerintan
(AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja lnslansi Pemerintah (LKIP) yang
| didalamnya berisi konstelas! perencanaan stratejik dan implementasinya serta
' tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapal

vist dan misi orzamisasi.

S. GAMBARAN SINGKAT
1. KEDUDUKAN QRGANISASI

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragi Hulu dibentul dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Indragiri Huly Momor | Tahua 2011 tent@ng Susunan
Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Kabupaten indragiri Hulu,
Sesuai dengan Peraturan Daerah torsebut dinyatakan bahwa Blnas Pendapatan
Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otenomi deeral di bidang
Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalul
Sekretaris Daerah,

2. TUGAS POKOK DAN FUNGS| ORGANISAS|
Sebagal unsur pelaksana otonomi di bidang pendapatan daerah, maka
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragirt Hulu Nemer 1 Tahun 2011
Susunan Organisasi dan Tala Laksana Pomerintahan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu yang mempunyai tugas pokak dan fungsi sebagai berikul

1) Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tusas pokok melaksanakan urusan
pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan,

2) Fungsi Dinas Pendapatan Daerall
Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bings Pendapatan
Baerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyat fungs! antara laim
1. Perumisal kebijakan di bidang pendapatan daeral:
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan dacrah serta pelayansn umum:
3. Pembinaan dan pelaksaan tugas df bidang pendapatan daerah;
4, Pelaksanaan tugas yang diberilan oleh Bupatl sesual denoan tusas dan
fungsinya,
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C. STRUKTUR ORGANISAS! DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI
1, Struktur Organisasi

Strukiur Grganisesi Dinas Pendapalan Daerall Kabupaten Indragiri Hulu
berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2011, antara lain:
1) Kepala Dinas;

2) Sekretaris;

3) Bidang Penagihan;

4) Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan |

5) Bidang PBB dan BPHTB:

$) Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan;

7) Kelompok Jabatan Fungsional;

8y Unit Pelakasan Teknis (UPT).

Darf struktur organisasi lersebut diatas dapat diuraikan lebih lanjut
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris vang menyelenggarakan urusan
penyusunan program, umum dan keuangan Dinas, yang terdiri dar :

5. Sub. Bagian Prograny
b. Sub. Bagian Umum;
€. Sub, Dagian Keuangan.

Bidang Penagthan mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas pokok
Dinas Pendapatan Daerah di bidang penagihan, yang Lerdiri darf :
a. Seksi Penagihan;
b. Seksi Keberatan;
c. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-lain.

Bidang PBB dan BPHTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pendapalan Daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan,
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdin dar :

a. Seksi Pendataan/ Penilalan, Penctapan dan Pengelolaan Data;
b, Seksi Penerimaan: -

c. Seksi Penagihan, Keberatan dan Banding.

Bidang Bagi Hasil dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan <sbagian tusas Dinas Pendapatan Daerzh di Bidang Bagi Hasil
Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagt Hasil Lain-lain terdiri dari seksi .

@. Seksi Bagi Hasil Pajak;
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
¢. Seksi Bagi Hasil Lain-fain.
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Bidang Pendaftaran, Perhitungan dan Penetapan yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan paerah di bidang Pendaftaran,
perhiilungan dan penelapan, Uitk metaksanakan tugas Lerdini dar) sehsi |
a. Seksi Pendaftaran;

k. Seksi Perhitungan;
¢, Seksi Penelapan.

Kelompok Jakatan Fungsional yang mempunyai tugas nokok sesual dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaky, Unit Pelaksanaan Tekmis Dinas merupakan pelaksana teknis yang
membantu kegiatan-kegiatan vyang borsifat  teknis operasional Dinas
pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

[KIP 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU RS T=m s
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2, Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia vang dimilllki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
livaragirt Hulu berjumlah 114 orang yang tordifi dar
- Jumlah PNS v 67 Orang
- Jumlah CPNS : = Orang
- Jumlah Pegawai Honer: 47 Orang

Vari 67 Urang yang berstatus CPNS dan PNS tersebut jka dirinci berdasarkan
Pendidikan, terdiri dari ;

- 53 : - Orang
- 82 v 7 Orang
= §1 r 47 QOrang
- D1s/d D3 » 1 Orang
- SLTA : 11 Orang
- SLTP i 2 Drang
- SD : = Orang

Dan dari 73 orang yang berstatus CPN5 dan PNS tersebut jtka dirinci
berdasarkan Jabatan, Lerﬂiﬁ dari :

- Eselon | - Qrang
- Eselen |l 1 Orang
- Eselon Il : 5 Orang
= Eselon IV ;°25 Orang
- Staf : 36 Orang
- Fungsional » - Orang

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, Lerdiri darf

- Golongan IV 13 Qrang
- Golongan 1| : 55 Orang
- Golongan || 8  Orang
- Golongan | : 1 Orang

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pemerintah Kabupaten Indragint Hulu menvadari bahwa tuntutan masvarakat
terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembinzunan dari waktu ke
waktu semakin meningkal. Sehubungan dengan tuges-tugas pemerintahan
tersebut maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat
dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Dasrah (FAB) tersebut dalam jangka
panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan
pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Keberhasilan pelalssanaan tugas Dinas Pendapatan Daerzh rablissten Indraziri
Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkunean strategis sebagai faktor-faktor penentu
keberhasilan (eritical success factors). Untuk dapat mengidentifikasikan faktor-
faktor penentu keberhasilan, maka terlebin dahulu perlu dianalisa sampai
seberapa jauh Mist Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Huly dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan mengetahyi  pengaruh
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internal dan ekslernal organtsasi, maka untuk dapal mencapai keberhasilan
pelaksanaan tugas periu didoreng dan ditumbub kembangkan faktor-faklor vang
memberi kekuatan (stieneth) dan peluang (vppertunity) suna difmanfeaihan ulituh
kepentingan  pengembangan  organisasi, Sebaliknya faktor-faktor vyang
menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat)
dapat diantisipasi dan diatast sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap
Upaya mencapai tujuan organisast.

Adapun faktor-faktor kuncl keberhasilan meliputi lingkunzan internal dan
eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi, adalah:
1. Faktor Internal

1) Kekuatan (Streneth)

a. Tlersedianya payung hukum sebagal dasar pemungutan pendapatan
daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.

b. Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Dacrah,

€. Tersedianya biaya operasional Dinas Pendapatan Daerah.

2) Kelemahan (Weakness)

&, Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masvarakat tentang arti
pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan
reda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragirt Hulu

b. Belum terlaksananya penerapan sanksf hukum  sesuai  denwan
ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaky;

C. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya pemungutan dan
penggalian potensi penerimaan daerah,

2, Faktor Eksternal
1) Peluang

a. ketak  wiltayah/ geogralis  dasrah  yang  sUralegis sehingsza
mengakibatikan tingginys mobilitas orang dan barang.

b. Potensi sumber pendapatan dagrah yang terus mengalami peningkatan
dan perkembangan, sejalan dengan tingkal kemajuan pembangunan.

€. Kondisi perekonomian Nasional yang konidusif.

2) Ancaman

a. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidans Akuntasi, Pemeriksaan
Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan
Retribusl Dagrah;

b. Belum diterapkannya secara sempurpa Sistem dan  Prosedur
Penerimaan Daerah;

¢. Perekonomian global yang berdampak Kkepada nilai tukar rupiah dan

harga minyak bumi dan berimbas pada atokasi Dana Perimbangan,
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Dari uraian diatas maka dirumuskan faktor-faktor penghambat keberhasilan

Dinas Pendapatan Daeral Kabupaten Indragiri Hulu sébagai berikut :

1. Rendahiya kesadaran dan pengetahuan masyarakai tentang art! penlingiya
permnbayaran pajak dan retribusi dasrah bagf pelaksanaan roda Pemerintahian
tan pembangunan Kabupaten |ndragiri Hulu:

2. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensl
penerimaan daerah;

3. Terbatasnya tenaga tekmis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak
Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribust Daerah:

4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan  Prosedur
Penerimaal Daerah,
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1.1

BAB I
PERENCANAAN STRATEGIS

VISI DAN MIS!

Untuk menghadap! perkembangan dan Kemajuan zaman yang demikian
cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah
mencanangkan vist organisasi untuk eksistensinya di masa sekarang dan masa
yang akan datang. Kebutuhan akan visi Lersebut merupakan sesuatu vang
sangal mutlak sebagal pedoman crganisasi/ instansi untuk melangkah jauh ke
depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipalll,
inovatil dan produktif serta selalu siap menyikapl perkembangan zaman.
Sebagai cara pandang ke depan maka vis! harus dirumuskan sedemikian rupa
untuk mencapal hasil yang akan diraih oleh organisasi/ instansi dan dapat
memberikan motivasi bagl star untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telzh
menetapkan Visi organisasinya, yakni:

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN,
AKUNTABEL DAN  AUDITABEL  SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBAMGUNAN YANG BERKEL AN JUITAN™

= Penjelasan Makna Visi
Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam vist tersebut dapat dijelaskan
sebagai berkut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Dasrah sebapal sumber pembiayaan
pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa 2ajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten
Indragiri Hulu yang semakin meningkat dan bersama sumber-sumber
pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah
menjamin pembiayaan pembangunan di- Kabupaten Indragiri Hulu
secara berkelanjutan.

Z. Pernyataan transparan dan akuntahel, berartf bahwa sistern dan
prosedur penerimaan daerah harus bersifat terbuka sebagal bagian
dart informast publik dan dapat dipertanggung jawablkan sosusi

prinsip-prinsip akuntas! yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

» Pernyataan Misi
Di samping visi Juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh
suatu organisast/ instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/ instansi
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tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan
zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan dilelapkan,
organisasi/ instansi dapal mengioordinasikan segala Undakan, kegialan
dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencagai visi orzanisast,
Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :
1. Mewujudikan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan Daerah
yang Transparan dan Akuntabel;
Z. Membangun Aparatur Dipenda yang Profesional;
3. Membangun Masyarakat Taal Pajak dan Retnibusi Daerah.

s Penjelasan Makna Misi

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan
masyarakal lerhadap mutu pelayanan umum dan  peningkatan
pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, Sehubungan
dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragirl Hulu tersebutl, maka
peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menenlukan. Cleh sebab iLu
diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, tertib,
transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat
Kabupaten Indragirl Hulu yang taat pajak dan retribusi daerah, serta
memperjuangkan Optimalisasi Dana  Perimbangan dan  Laln-lain
Penerimaan Daerah yang Sah.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMDAPATAN DAEBAL
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi darl pernvataan misi
dan merupakan target kualitatif oreanisasi, sehingza pencapaian target ini
dapat menjadi ukuran kinerja faktor-fakior kunci keberhasilan organisasi,
Tujuan sifatnya lebin kenkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik
terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernvataan tujuan, maka akan jelas
Dagli organisasi mengenal arall  yang  akan diluju  galam rangha
mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, Ujuan
merupakan penjabaran lebih nyata dart perumusan visi dan misi yang lebih
umik dan Idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu
sampai dengan lima tahun) vang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Dasrah
Kabupalen Indragiri Huld sejalan dencan sasaran yang hemndak dicapai oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. |
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sasaran merupakan bagian yang fntegral dalam proses perencanaan
stralegis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber
daya manusia dalam kallannya dengan pencapaian hinerja vang di"i:a_gim'«dn.

sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan organisasi datam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran
yang akan dicapai oleh Dinas Pendapalan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
sejalan dengan misi yvang telah ditetapkan antara la'n :

Misi ke satu Mewujudkan Sistem dan Prosedur Administrasi Penerimaan
Daerah yang Trancoaran dan Akumtabel.

Tujuan 1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan perundangan
berlaku.

2. Penerapan pengelolaan  Penerimaan Daersh yang
transgaran dan akuntabel.

Sasaran : Terwujudnya Penertmaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Misi ke dua » Membangun Aparatur Dipenda vang Profesional.

Tujuan ¢ 1. Peningkatan Pelayanan Prima Dinas Pendapatan Daerah.

Z. Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam
pengelolaan Penerimaan Daerah,

Sasaran v Terwujudnya Aparatur Dipenda yang Profesional.

Misi ke tiga 1 Membangun Masyarakal Taat Pajak dan Retribusi Daerah.
Tujuan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.
Sasaran : Terwujudnya Masyarakal Taat Pajak dan Retribusi Daerah.

L3 Strategi dan Kebijakan
.3.1 Strategi
Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang hangkala-langitahf upaya-upaya vang diperlukan untuk
merealizasikan Wwijuan dan sasaran orzansisas yang telah ditetapkan: Strategi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adatah
1. Optimalkan sumber daya aparatur dengan payung hukum vang ada untul
menggali potensi Pajak dan Retribus| Daerah:
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD;
Penzrapan sistem dan prosedur penenmaan daerah seiring dengan
pengembangan aparatur sebagal tenaga teknis di bidang Akuntasi,
Pemeriksaan Penyidik Pajak Caerah, JJuru Sita dan Tenaga Penyulun Pajak
dan Retribusi Daerah;
4. Tingkatkan pelayanan kepada Wajih Pajak dan Wajib Retribusi sejalan
dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
membayar pajak dan retribusi daerah.
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I1.L3.2 HKebijakan

1.3.3

Kebijakan merupakan ketenluan-ketentuan yang telah disepakat! pihaks
piliak Lerkail dan diietapkan olel yany berkewenaugan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kesiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapal kelancaran dan keterpaduan
dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, vist dan misi organisasl.

Berhasil tidaknya suatu rencana stratejik akan sangal lergantung pada
jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetankan. Arah kebijakan yang
ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Dasrah Kabupaten Indragiri Hulu adalah ;
Profesionalisme aparatur Penerimaan Daerah;

Pelaksanaan pelayanan prima bagi Wajib Pajak dan Retribusi;

Pelaksanaan Transparansi Penerimaan Dasrah;

Meningkatkan keoordinasi dengan instansi terkait di bidang Pendapatan;
Meningkatkan kesadaran hukum para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
Mengembangkan kemputerisast manajemen di bidang Pendapatan dengan
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berbasis teknologt informasi;

7. Mengembangkan efesiens! dan efektifitas kerja Penerimaan Dacrah;
Pelaksanaan sumber baru Pendapatan Asli Daerah dari komponen Fajak
Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
indragiri Hult Nomor 2 Tahun 2011;

9. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penertmaan pendapatan asli
daerah dari kornponen Pajak Daerah yang sudah dipungut sebelumnya dan
diubah pelaksanaannya sebagalmana tertuang dalam Peraluran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu,

10, Kesiapan khusus pemindahan pengelolaan Pajak Bumi dan Banzunan
(Pedesaan dan Perkotaan) dari Kantor Pajak Pratama Rengat ke
Fermerintah Kabupaten Indragii Hulu, dalam hal ini Dinas Pendapaldn
Daerah, yang tahap persiapannya telah dilaksanakan pada tahun 2012, dar
pada bulan Januari 2013 sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu,

11, Akurast dan optimalisasi pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan
Wajib Retribusi.

Program

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan vang
akan dilakukan dimasa vang akan datang. dengan mengalokasikan segala
sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan prosram
merupakan kumpulan keglatan-kegiatan vang sistematis dan lerpadu guna
mencapai sasaran dan tujuan yano telai ditetapkan, Kegiatan-kegiatan
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.3.4

tersebut merupakan sesuatu yang harus ditaksanakan untuk merealisasikan
program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit
unluk mencapal Lujuan dai sasaiaii.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menyusun berbagai
program dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana
program tersebul mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya
organisasi, lerinc dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari
program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk
mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetaphan.

Untuk Tahun 2016 Program yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada
Dinas Pendapatan Dasrah Kabupaten Indragziri Huly antara lain
1. Program Pelavanan Administrasi Perkantaran:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Disiplin Aparalur;
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

L-'ﬂ-h.!-#h-"

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria
dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan

Agar Lujuarn dan sasaran organisasi dapat dicapal sebagaimana yang
diinginkan berdasarkan é (enam) program tersebut di atas, maka ditetapkan
kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penvediaan Jasa Surat Menyurat;
4. Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Dava Air dan Listrik;
3. Tenyedizan Jasa Pemeltharaan dan Peorizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantors
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,
7. Penyediaail Darang Cetakan dan Pengzandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor; '
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
[1. Rapat-Rapal Koordinasi-dan Konsultasi Luar Daerah:
12, Repat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah:
13. Penyediaan Jasa Sewa Gedunga Kantor,
2. Program Pemngkatan Sarana dan Prasarana Aparstur :
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantar:
Pengadaan Peralatan Gedung Kanter:
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional:
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.

G s
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2.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.
Z.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
FPengadddl Fakalan rhusas |ati=harl Tertenta.

4, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :

1.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan :

1.

2.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhusar Realisast Kinerja
SKPD;
Pepyusunan Renstra.

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah:

1.

2

© 03N ot

-

10.

1%

Pemantauan dan Pengendaliail Penerimaan Pendapalan  Asii
Bacrah;

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Wajib Pajak dan Wajib
Retribusi;

Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
indragini Rulw;

Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB Tahun Berjalan dan
Tungegakan Serta koordinasi, Konsultasi dan Sinkronfsas! data DBH
Pajak/Bukan Pajak; '
Penarikan Undian WP PBE;

Akurasi dan Ootimalisas! Pandatasn Dan Pendaftaran WP WR;
Cptimalisasi Ketetapan BPHTE

Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PEE);

Validasi Basis Dala Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) Sektor
Perdesaan dan Perkotlaan;

Koordinasi, Konsultast dan sinkromsast Data Penerimaan Dana Bagl
Hasil Pajak/ Bukan Pajak;

Optimatisasi Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Dagrah.

.3.5 Penetapan Kinerja Tahun 2016
Untuk dapal melaksanakan arah kebijakan yang sudah dilelapkan, maka

Pinas Pendapalan Daerah Kabupaten Indragir Hulu telah membuat Penetapan

Kinerja Tahun 2016 datam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah,

dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber

daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisast, Penjabaran dar

program kerja ini dalam bentuk Sasaran Strategis, Indikator Kineria dan tareet

yang disusun secara lahunan untuk mencapal tujuan dan sasaran yang lelah

ditetapkan. Penetapan Kinerfa Tahun 2016 vang lelah ditetapkan untuk

dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu antara

lain . Tabel Formulir Penetapan Kinerja
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
merupakan perwujudan dari kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan
kebehasilan/ keszagzalan pelaksanaan Misinya dalam mencapal tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan, untuk menitai keberhasilan/ kegasalan pelaksanaan Misi
yang telah ditetapkan periu dilakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan
program/ kegiatan pembangunan yang telah ditaksanakan. Pengukuran ini
mencakup 2 (dua) hal, yaitu penetapan indikator kinerja dan penstanan capaian
indikator kinerja yang digunakan ‘sebagal dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan
visl dan Misi selama tahun 2018,

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi /Input, Output dan Qutcome kecuall
atas kegiatan yang sulit Pengukuran Qutcomenya dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun. Penetapan Indikator Rinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang tersedia. Indikator Kinerjia Input yang digunakan pada
umumnya adalah dana dengan satuan Rupiah dan Indikator Kinerja Oulput
bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan dicapal darf suatu keaialan
sadangkan Indikator Kinerja Outcome sesum dengan hasil yang diharapkan dari
Output tersebut. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
capaian Indikator Kinerja [nput, Output dan Outcome yang direncanakarn
dengan realisasinya atau antara rencana kineria (Performance Btan) dengan
reaiisasi kinerja (Performance Resull),

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Dacrah Kabupaten indragint Hulu
Tahun 2016, Evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas/ kegiatan untuk
menitai keberhasilan dan atau kegasalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara kuantitatif dalam
bentuk angka. Evaluasi berguna sebagai umpan balik atas kinerja kegiatan,
program dan kebijaksanaan guna mendereng peningkatan kinerja di masa vang
akan datang. Evaluast Kinerja dilakukan terhadap kegimtan yang telah
ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan (PS=1 RENSTRA),
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3.1

Evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 tanggal 20 September 1999
tentang Pedoman Ft‘:'nyu;unau Felaporan Akunlabilitas Inslansi Pederintah
dengan Skala Pengukuran Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja sebagaf berikut:

AKUNTABILITAS KEUANGAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Indragirt Hulu df bidanp

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 yang tetap diarahkan pada upaya

peningkatan pendapatan daerah malalui:

1. Optimalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai potensi  dan
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan
dan kemampuan masyarakat.

2. Menciptakan suatu kondist masyarakat yang sadar dan taat Pajak/Retribusi
Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Lersebut perlu
mensinergikan program  intensifikasi dan  eckstensifikasi  sumber-sumber

pendapatan daerah :

.1 Intensifikasi dan Ekstensifikas! Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya
penenmaan dari pendapatan asli daerah, harus diarahkan pada usaha-
usaha yang terus mmenerus dan berlanjut agar pencapatan asll daerah
tersebut terus meningkat, sehingaa pada akhirnya diharapkan dapat
memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan  darl
pemerintah dl atasnya (Pemerintah Pusal), Dalam upaya .-.G'.in:gkat.'ca.'*.
pendapatan asli daerah Lersebul pada dasarnva ditempul melalui upaya
intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi  adalah suatu  tindakanh atau  usaha-usaha untuk

memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang

lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasl akan mencakup aspek

kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personatianya, yang

pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Menyesuaikan/ memperbaiki aspek kelembazaan/ organisasi
pengelola pendapatan asll daerall (Dinas Pendapatan Daerah)
berikut perangkatnya sesuai dengan kebuluhan yang terus
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berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem

dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan

penerimaat pendapalan tain-laln yang diatur dengan Kepulusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Momor 43 Tahun 1999,

Dengan berlakunya sistem dan  prosedur tersebut Dinas

Pendapatan Dasrah tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang

pungutan tetapi Dberorientasi pada fungsi-fungst dalam

organisasinya yaitu :

a) fungst pendaftaran dan pendataan,

b) tungsi penetapan,

¢} fungsl pembukuan dan pelaporan,

d) fungsi penagihan serta fungst perencanaan dan pengendalian
opefasional.

Sehingga dengan kegiatan yang berorientasi pada fungsi-fungst

dalam organisast tersebut dapat memberikan informasi yang

cepat, akurat dengan sistem pengawasan menjadi tebih baik,

Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah,

karena sistem 1m1 dapat mendorong :

&) Peningkatan jumiah wajib pajak dan wajib retribust daeral,

b) Peninghetan carz-cara penetapan pajak dan retribust,

c) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusl dalam jumlah
yang benar dan Lepal pada waktunys,

d) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam
hal pencarian data tungeakan pajak maupun retribusl vang
pada akhirnya dapat mempermudah penagt hannya.

Memperbaiki/ menyesuaikan aspek  ketatalaksanaan, baik

administrasi maupun operasional yang melipull ;

&) Penyesuaian/ penyempurnaan administrasi pungutan

b) Penyesuaian tarif

€) Penyesuaian sisterm pelaksanaan pungutan

d) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan  vang
menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan keterliban
administrasi. |

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi

a) Pengawasan dan Pengendalian Yuridis.

Datam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD telah
berdasarkan lUndang-Undane atau Peraturan Dacrah, serta
Lidak bertentangan dengan peraturan vang ada,



b) Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan depgan
sasaran menyempunakan sislem dan prosedur punsutan dan
pembayaran dengan melakukan Penasihan Pasif dan AKLIT
« Penagihan Rasif
Penagihan pasif adalah penagihan pajak dan/atau retribus|
yang dilakukan dengan menerbitkan ;
1. ‘Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD)
4. Surat Ketetapan Fajak Caerah (SKPD)
3. Sural Keletapan Relribusi Daerah (SKRD)
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKFKEB)
5. Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bavar Tamibahan
(SKPKET)
6. SK Pembetulan terhadap Permoheonan Wajib Pajak dan/
atau Wajib Retribusi
7. SK Keberatan atas Pajak dan/ atau Relribusi
8. Putusan Banding
Yang menyebabkan pajak atau retribusi terutang lebih besar.
Palam penazihan pasif, fiskus {aparat yang mengurust masalah
pajak) hanya memberitahukan ke Wajih Pajak/ Wajib
Retribusi mengenai adanya utang pajak/ utang retribusi,
Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak
diterbitkan Surat Tagihan Pajak/ Retribusi atau surat lain yang
sejenis dan Wajib Pajak/ Wajib Retribust tidak melunasi utang
pajak/ retribusinya maka fiskus akan melakukan penagihan
akir,
« Penagihicn AkLif
Penagihan aktil adalah kelanjutan darl penagihan pasif,
Adapun Lahapan penagihan aktif adalah sebagai berikut :
1. Surat Pemberitahuan
2. Peringatan
3. Surat Teguran | dan ||
e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD
Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan aparat dalam kursus
Keuangan Daerah juga program pendidikan dan pelatihan vang
berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.
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f. Meningkatkan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pafak dan

retribust,

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggall sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan
kebijakan nastonal, Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah
diatur dalam Undang-undang Nomar 18 Tahun 1997, dengan Perubahan
Undang-Undang Nomar 34 Tahun 2000 dan perubahan terakhir Undans-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi
Paerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa jenis Pajak
Daerah yang memenuhi kriteria adalah yang bersifal sebagai pajak dan
bukan retribusi, dengan penjelasan:
a. Objek pajak terletak dl wilayah daerah
b. Objek pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
c. Objek pajak bukan merupakan cbjek pajak propinst/ pusat
d. Potensinya memadai
e. Tidak memberikan dampak elonemi vang negalif
. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
g. Menjaga kelestarian lUngkungan

Sedangkan untuk retribusi daerah, sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria
sebagaimana terdapat pada Pasal 110, Pasal 127, Fasal 141 sesua:
dengan kewenangan otenominya dan memenuR! kriteria vang telah
ditetapkan.

N.3.1.2  Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2016
adalah cengan rincian sebagai berikut:
&. Pendapatan Asli Bazrah
1) Hasil Pajak Daerakh

Target o Rp. Z2.199.918,400 (dua puluh dua milyar seratus
sembilan puluh sembilan jutz sembilan ratus
delapan belas ribu empat ratus rupiah),

Realisast | Rp. 24.628.318.742,13 (dua puluh empat milyar
enam ratus dua puluh delapan juta tiza ratus
delapan belas mbu tujuh ratus empat pulul dus
kema tiga belas rupiah),
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Jika dibandingkan dengan target pajak daerah pada tahun 2016
maka terjadi pencapaian sebesar110,94%.
2)  Hasil Retiibusl Daeral

Target » Rp. 10.933,242,800,00 (sepuluh milyar sembifan
ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh
dua ribu delapan ratus koma nol nel rupiah).

Realisasi v Rp, 9.692.197.208,00 (sembilan milyar enam
ratus sembitan puluh dua juta seratus sembilan
puluh tujuh ribu dua ratus delapan koma nol nal
rupiah).

Jika dibandingkan dengan taraet retribust daerah pada tahun 2016

maka Lercapai sebesar 88,65%.

3)  Hasil Penwelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Target : Rp. 2.317.471.484,00 (dua milyar tiga ratus tujuh
| belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
empat ratus delapan puluh empat koma nol nal
rupiah).

Realisasi v Rp. 1.191,287.190,91  (satu milyar  seratus
sembitan puluh satu juta dua ratus delapan puluh
tuzun riby seratys sembilan puluh koma sembilan
puluh satu rupiah).

Jika dibandingkan dengan larget pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan pada tahun 2016 maka tercapai sebesar 51,40%.

4) Lain-lain Pendapatan Asii Daerah Yang Sali

Tarzget : Rp. 54.357,435.360 (lima puluh empat milyar tiga
ratus lima puluh tujuh juta empat ratus Liga
pulul Uma ribu Uga ratus enam puluh rugian).

Realisasi  :  Rp, 63.333.558.297,44 (2ham puluh tiga milyar
tiga ratus tiga puluh Gga juta lima ratus lima
puluh delapan ribu dua ratus sembilan pulub
tujuh koma empat puluh empat ruptah).

Jika dibandingkan dengan targel lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah pada tahun 2016 maka terjadi pencapaian sebesar

116,51%,
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b. Dana Perimbangan
1) Dara Hasil Pajak/ Bagl Hasil Bukan Pajak

Targst ¢ Ry, 275.035.327.600;00 {dua ratus il pulah
lima milyar tiga puluh lima juta tiza ratus dua
pultuh satu ribu enam ratus kama nol nol rupiah).

Realisasi +  Rp. 208.880,778.949,00 (dua ratus lima puluh
delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan
ratus empat pululy sembilan kema nol nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana hasil pajak/ bagi hasil

bukan pajak pada tahun 2016 maka tercapai sebesar 94,13%,

2) Bana Alokasi Umum (BAL)

Targset v Rp. 629,877.226,000,00 (enam ratus dua puluh
sembilan mityar delapan ratus tujuh puluh tujuh
juta dua ratus dua puluh enam ribu kema nol nol
rupiah}.

Realisasi :  Rp. 629.877.226.000,00 (enam ratus dua puluh
sembilan milyar delapan ratus tujuh pulub tujuh
Juta dua ratus dua puluh enam ribu koma nol nol
rupiah)

Jika dibandingkan dengan larzet dana atokasi umum tashun 2016

maka terjadi pencapatan sebesar 100%,

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target ;  Rp. 186.806.254.000,00 {seratus delapan puluh
enam milyar delapan ratus enam juta dua ratus
lima puluh empat ribu koma neol nol rupiah).

Realisasi & Rp. 159.072.712.000,00 (seralus lima pulul
sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuh atus
dua belas ribu koma nol nel rupiah),

Jika dibandingkan dengan target dana alokasi khusus tahun 2016

maka terealisasi sebesar 85,15%. Hal ini sesuai dengan mekanisme

penyaluran dama DAK yang disalurkan sebesar progres fisik
pekerjaan.

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya
Berbentuk hibah non kas pemerintah ke POAM berdasarkan surat
Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor: $-6187/PB/2016 lentang
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Keordinast Terkait Penyelesaian Piutang Negara Pada PDAM Melalui

Skema Hibah-PMD.

Targel » Rpe 4.441.6067 867,87 (empal milyar empal ralus
empat pulun satu juta epam ratus Lwjuh ribu
delapan ratus enam puluh satu koma delapan
pulun satu rugiah)

Realisasi » Rp. 8,00 (nel kema nol nol rupiah).

Meskipun secara fisik realisasinya Rp. 0,00, namun s5écara

administrasi keuangan realisasinya Rp. 4.441.607.861,81,-

2). Dana Bagl Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Laerah Lainnya

Target ¢ Rp. 81.097.002.213,00 (delapan pulul satu milyar
sembilan puluf twjuh jula dua ribu biga ratus tiga
belas kema nol nol rupiah)

Reaiisasi : Rp. 86.448.580.903,08 (delapan puluh enam
milyar empat ratus empal puluh delapan juta
lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga
koma nol detapan rupiah).

Jika dibandingkan dengan target dana bagi hasil dari propinsi dan

pemerinlah daerah lainnya tahun 2016 maka terjadi pencapaian

schesar 104,60%.

+) Dana Penyesuaian dan Qtenomi Khusus

Target ¢ Rp. 108.844.866.000,00 (seratus delapan milyar
delapan ratus empat puluh empat juta delapan
ratus enam pulub enam ribu kama nel nel rupiah)

Realisasi . Rp. 108.785,583.545,00 (seratus delapan milyar
tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus
detapan putuh tga ribu lima 1atus empal poluh
tima koema not nol rupiah).

Jika dibandingkan dengan targel dana penyesuaian dan etonomi

khusus tahun 2016 maka tercapat sebesar 99,595%.

4) Bantuan Keuangan dari Propinsi/ Pemerintah Dagrah Lainnya

Target +  Rp. 103.205.215.640,00 (seratus tiga milyar dus
ratus lima juta dua ratus (ima belas ribu enam
ratus empat pulubh koma nol nol rupiah),

Realisasi r Rp. 51.041.501.886,72 (lima puluh satu milyar
empat puluh satu juta lima ratus satu ribu
delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh
puluh dua rupiah),

LKIP 2016 DINAS PENDARATAN DAERAH KAB. [MHU




Jika dibandingkan dengan target banluan keuangan dari propinsi/
pemerintah daerah lainnya tahun 2016 maka tercapai sebesar
49,4654,
Adapun Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada
tabel 3.1 berikul :

Tabel 3.1

Ringkasan Perhitungan Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016

Uraian Target 2016 Reafisasi 2016 | %
D T i Z 3 N
PENDAPATAN
Pendapatan Asli i —

Daerah
Hasil Pajak Daerah

 72.199.918.400,00 |

Hasil Retribusi Daeral

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah vang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang 5ah

Jumlah Pendapatan
Asli Dasrah

2.317.471.484,00

l.T’?'I.ES.?.1Qﬁ.91| 51,40%

54.357.435.360,00

63.333.558.297.44 | 116,51% |

89.808.068.044,00 |

98.845.361.438,48 | 110,06% ‘

' Dana Perimbangan

' Dana Hasil Pajak/ Bagi
Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum
| Dana Alckasi Khusus

275.035.321.600,00

258.850.778.949,00

94,13%

629.877.226.000,00 |  629.877,226.000,00 | 100,00% |

| 186.806.254.000,00 |

Jumniah Dana
Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

159.072.712.000,00 | 85,15% |
‘1.991,?18.501.500,% 1.047.830.716.949,00 | 95,98% |

- Bagi Hasil Pajak dari
Prapinsi dan
Pemerintah Lainnya
Dana Bagi Hasil dari
Propinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya

Dana Penyesuaian dan
Qtonomi Khusus

' Bantuan Keuangan dar
Provinst atau
Pemerintah Daerah
Lainnya

‘ 4.441.607.861,81

51,097,002.313,00

| 108.844.866.000,00

0,00 | 0,00% |

86.442.580.903,08 | 106,60%

108.785.583.545,00 | 99,95%

|
‘ 103.205.215.640,00 |

Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah

' Yang Sah

51.041.501.886,72

49,46%
|

Z??.SEE.&?‘I.E14,_B1| 246.275.666.334,50 82,?&%|

JUMLAH PENDAPATAN | 1.479.115.561.458,81 ‘ 1.392.951.744.722,28 = 94,17% |

Sumber: Laporan Harien Pendapatan Daerall Fer 31 Desember 2016 Dinas
Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hulu
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1.3.1.3

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih rendahinya kesadaran Wejib Pajak dan Wajil Reliibusi datain
memenuhi kewajibannya untuk membayar/ menyetor Pajak dan
Retribusi Daerah.

2. Tidak tersedianya sumber daya manusia dalam hal teknis
pengawasan pajak.

3. Menurunnya perierimaan daerah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan
Pajak dari pemerintah pusat dikarenakan tidak Llercapainya
realisasi target akibat harga minyak mentah di pasaran dunia vang
belum stabil.

4, Adanya kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
pemerintah pusal kepada pemermtah dasrah pada triwulan IV
tahun 2015 dan Lunda salur pada triwulan IV tahun 2016,

b, Solusi

1) Sosiatisasi Peraturan Pajak Lasrah dan Retribusi Daerah.

a. Formal

1. Melakukan  sosialisasi  terhadap WP/WR  dengan
menggunakan Belanja Langsung dari APBD Badan

Pendapatan Daerah TA 2017

L. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Desa sebagai

bagian dari Pemungut Pajak dan Retribust
b, Intormal

1. Pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak/

Retribusi olen Perangkat Petugas

Z. Pendekatan secara preventif berbentuk pengadaan dan
mencelak produk daerah terkait Pajak dan Retribusi

Daerah untuk diberikan kepada Wajib Pajak/ Retribusi

2) Ketersediaan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Mahusfa

(SDM) dengan cara !

2. Melakukan Bimbingan Tekms (Bimtek) atau diklat bagi

aparatur untuk kelersediaan sebacai petugas
2) Petusas Jury Sita
b) Petugas Pemeriksa
€) Petugas Penilal Pajak dan Retribusi
b.  Melakukan Pembelajaran Oroanisasi (Learning Grearization)
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©. Melakukan perngembangan pegawai dengan cara pendekatan
pendidikan dan pelatihan, pendekatan masang, pendekatan

Promust, pendekatan perpularan LUpoksi kerja

d. Melengkapi sarana dan prasarana kebutuhan terkait pekerjaan
bidang tusas
3) Pemingkatan Pengawasan dan Pengendalian Yuridis sesual dengan
ketentuan yang berlaku :
a. Menambah dan/atau merevisi Peraturan Daerah Fajak dan

Retribusi Daerah

b, Menambah dan/atau merevisi Peraturan Kepala Daerah terkait

Pajak dan Retribusi Daerah

c. Menambah dan/atau merevisi Standar Operastonal Prosedure
vang lebih transparans. efektif, efisien dan akuritabel.
4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) vang akan dilakukan
dengan 2 (dua) metode !
d. Metode Intensifikasi

a) Mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi

b) Mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan
subyek yang sudah ada misainya:
= Melakukan perhitungan potensi,

o Penyuluban,

»  Meningkatkan pengawasan dan pelayanan,

«  Memberi pelayanan prima kepada WPF/WR.
bB. Metode Ekstensifikasi

Metode ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk

meningkatkan PAD dengan cara ;

2) Melakukan penyesualan Peraturan Daerah antara lain
retrnbust bagi usaha kecil dan meneneah serta retrfbus|
pengendalian menara Lelekomunikasi

b) Menjaring Wajib Pajak haru melalul pendataan

¢) Pemutakhiran data pajak dan retribust harus dilakukan
secara periodik dan didukung oleh manajemen hasis data
yang baik. Dengan pemutakhiran data pajak dan retribusi
aiharapkan mampy menangkap semua nerubahan objel
dan subjek pajalk dan/atau retribusi

d) Menjaring Wajib Pajak dan/atau Retribust melalu
Pencaflaran Wajib Pajak dan Wajib Retrihusi baru,
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g) Mengegaii sumber pajak dan retribusi baru sesuai peraturan
perundang-undangar,
3)  Metlakuhall evatuasl capatan Ansgaran Pendapatan Saeiah dalaim

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah (APRD),

Pencapatian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun
2016 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat
terwujud dengan adanya dukungan dana, terutama dalam Angoaran Belania
Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dana Angsaran Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp,7,306,532.947 84,- dan Bolaniz Lanosung sabesar  Rp,
10.496.006.140,00,- Alokasi dana tersebut untuk membiayai & (enam) program
dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan capaian fisik dan keuangan sebagal
berikut :

LKIP 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. [NHU = = =g



FLE ML L0 T e e _ F T O 0G0 Do oS _‘ vl __.hu_.._,__.uu-“"_..n.mn TSR S I SR g | i
£9°06 N T £306 | C¥ e sE ey Iy Wk | potsoneon’tos Iniandy eflbglaqling 2syssdey umerdinmg amaBoig Al
0L 5 .u__..._..ﬁ_nu.__dﬂc.hm_ (3 (g HE DO L5t &'t OO 00Y 56 ESTLETIA L IS 0 S Mt o oD E Diiag Z
11 He 0-C00 A3 E 2| LS T Uy oD V&L O Qi nha e SRR leg Thiisag shug Ugr b L e TSy |
S i LT e | o0asstrenRL zgt Ed= ) | Lk Tl TR STty spdisig umeEgEousd wieiSold | i
DO g1 1l E AP 0 e W ESEER A R =470 e LA S AR ELnpes 2peiag vegee id L e e s 4 c
i b D0reEht L on s on03) | oOERE"E00 o L (R QF o' pag ' tow (v SELI Ure RSy TR DG Ao o b
Hiwa WTEEh [ ng ik R TR s it BT DT ST TR DRIy Tampay sy Sl it gy paking %
19 00'b0E" 134 "Gz e | 00 D05 TR Car 17 ot S A e LT TR TSy deapsTy i
5 Ty e ] | Qg BN R TR i | RE” 00000009 L ML Ut <l sdeBuajis Y s Ei=rg i
L5708 [0 T R E radi 2] O ERE "R e L Lol e OO e TR U= T o] ey SRt ke w g weEsFoay wedong |
Ay O ELE RN TSl O |G EETEEL s oy EFE [ pOTee‘o00 6l E.__*._h,__.“EEu BN Bsg) Unsinslling o
#LCH b el i [ ST (K RVH | OO O arsE B oAl Ll b L et A=l 1E3a ey R (s Ry, e ey 21
3L ) B SRR FIE 0 (R i S T ¥ E LT s g 1 ] e e e ghoal Ehes TR ERE TR Y ) 1)
O LR T 4 Pl T (Y {0l i R TR A VAR ! o g TRt Lty wep s PR RS [y 0l
gL LU L= T g1 Sireme U0 000" o &0 46 RGOGVRE 5% LEHLpI - St sy FEITHEARE VR REMR LEL R ureniddidd %
FhbE LR AR ah'ol o) LR AR AT o o &gt PAORS e 4 ESTE PO =) NESHEi=LEg g sl Hsppild| Lavedhing inEEE g o
TE%E Eviiet g o OO (D0 DSETSLE ekt L Y | 00EnEees(SE VEealetiStisy sop uaeiaD Seerey Leripsiuag i
GL7ES 007005 DEFRGE 0OBE (000G TR R BE°E ] OO EEE (e T ] sy Y e weiie g w
G0 ot L0 E T E0RL | D0oDDoneEEz e e (o0'om'me e e T e et ‘E
L84 0ozt L9 R nonar | pontivrne BEG I v = eyl UspiHpnt Peer DenmatUag 3
I P Tl 2 Ty . . ; ) gL tE R 1
DroslhaEeoL a0} roEl i e g TR orlmracsigly PRI MR LR R Y i CERRIRLE, S5 araipainsg
Ta] cd bt e gl T A B A TP T 7001 (L E A e | s L HRET UER Ly wheq) Sqamg ey ey eeey st pakiny g
LR O'DXN a5 e4t DOODL | D06 GBS 65 e teE | Ol pmhea s il Vel Teirs eser Heipatisng -
£0°3% O IEL' 05 TEE'T DO [00TERECASITIS 2 P DEET | D'o0k G0y sag's HRIAMIRIZG pR Oty usueAelag welBsi | |
(T ODREELT R DOOOL | 00°0RSRAE TEE'S Lros 25°25 | oo'oil'9en e gpar SHMONTT ¥y
iEdh 00 EhI'E0S E98 ¢ DOTEON | OOTEMEBOE'ES'E | odtor O | 98TrETON R0 E DHOSINYT NVOLL ¥PHE T8
L6706 BUBBLNELSELIL | ap'00l | onieRs'm3eseN oL | satas rnot | 98°Ean'sis'zon'sl Yriv g
oY 0} MG 0H oL % £ b ] I
Il [dii (E3] [l ) dy) .
yEluenal Hpig i EsgnaeBord | (%) veRldaay g uneifiay ‘e oy ay
. Taiesy _ efount | soqog [ TEONEUNT

NINH WEVHANT HELLYANEYH HYNIVD NVLYAYQNEd SYNIG
FH0LVL 0BAY NVLVIDIN NYO WYHOODHd NVYNYSNVTId ISYSIY-D



SO0 ST 54

R

.-Mrl.___m.lww 14 ...._1_

i EEE o
(il Epaue B Ui,

S

R

N\ PN TSN ALY i YA
HERsv L g (R [ RS TR |

BT F=l=ad)

=By

hedl BOME =g e g 0 FEL B BEE Tt 5% [F0J (85 e e IRad) veewioeg e tiing ooy meijild ey jpespin gl il
EE I I - PR ——
GO LY S0 16 EZ'KE { R BLE I L T S 2 T MR RS el P g vEresistuly) nesnEuiiien ]
b7 o E | i P g Bina e
e WS | ODLET0 R 5{E HI'E | B0 RIS U Wi sy Lrmwussy ==y 5 .....é._:._.ﬂ_:._..,.r_i .E..._,”_M.En_ ”
Ve A . ST, . | ey i
. H.P__,.L._..n_mm I o 00 fE="25% 05T L E 23T BOTEL F Ll VR upRsE Ay e L OrE U ulip Lling geleg sisg Sseg s ‘8
EI'DE TR el G Tl 2738 U 1 vy T T EOE OOk I LT fLL HbE vedtite s eraieandpy o
FOTE pPe— - > ad Sl i
L' B} Lﬂh_u_u_ ke Fi H.m 11 muJ .ma.v_ 2P SYF 95 1 TR e L Hih T vy Ui B L vpuag) psruln s 3 seng -]
(9705 DO EEI'E L BT BN 00BEIEE 6D g i T B EE="N ileh 52104 GNTEN Ustpling ey T
k30 T UG iyElTg g
iy ] e ¥ ORI S UGTIRAS R WTEO i [1ry
) 00365191 900 T 1 B 91 ol | 00sEro0s ies'L e1iog UEVEESIN L 3 irela i) god SuFRusg 3 | dds - ﬂﬂhﬂ . -
kioiz 0% L0 e T B 0% a0 ik I£F 25 KOOl Eh's Lo Umiitley LEROLEY U gelEyg LEinBung 1R ETnn. "
Letg a0 e 5 and et . : . . . ANy
LU 1535 LT s 1t E&5 FITY {1 e EA W e filtan Leap jefing oifeg oy e sy [Tt Loy 1eeR qel=g vEmpepsng 2
W DL FO0G ages U SN Loy we |0y e e USSR {15V VEIENVIUR S WERMN SIS LiEpusBURy Uap mEunwEy i
i drd o
: DOEEEFAT 00S W | 00ITEHAT'009" £2°5y OE'ES | 00°95L TEA'beC'S Yeszeg weluenay wrnojeBimg veluequafuag urs uereyBuuad wesialg | 4
ook s o Foral v | _”_n_.n.E.. LRSIy I Taa | L (¥ S I M el o VHLEMEY velnanAuay -7
oL O3 DA 0SS Luogtvin | SN B T M (1 30 Tt B 1 e Tt Qg ey ISES) o JESTILN e sy Ckueidny ue st uedisnduay
007001 . i ) ) = . Ueflunray upp
. 00°000' 64" 3E BU°00F | 00°000°76L'8E L0 159 |00 Tel'st ef sy Umpedes unodaiag wiists UeivRaueBtsg UeesTuj sy winiSoss | D
0o'a1 004 o0ng (Caar) 9 G I T
EX () (%} () (%] (dy) _
urfusnay 4514 umeBayun Soyg | (%) ueef. |
. el Jagad e e B eiiiog,
sEspivay T wlunuty 1968 NERA e % g .




4

~ LKIP 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB, INHU

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 34 kegiatan
Dinas Pendapatan Daerali fabupaten ndragiit Hulu tahun 2010 dilakuken
pemantauan secara terus menerus, juga secara berkala minimal 1 (satu) kali
diadakan rapat/ pertemuan antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa
Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, dan Bendaharawan balk Bendaharawan
Pengeluaran  maupun  Bendaharawan Penerima sehingga jika daiam
pelaksanaan kegiatan ditemui hambatan/ masalah dapat segera diatasi.




BAB IV
PENUTUP

Secara umum keglatan, program dan arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan
telah dapat dilaksanakan dengan sangal baik, Namun analisa atas capaian masing-
masing sasaran sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 belum
seluruhnya dapat dicapai.

Untuk dapat lebih meningkatkan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu dimasa vang akan datang akan ditempuh upava strategis guna
mengantisipasi Kendala alau hRambatan yang dapat berpengaruh terhiadan nilaf
capaian indikater kinerja. Upaya stralegis pemecahan masalah sebagal berikut

1. Memilih dan menetapkan masalah pokok yang semakin selektif sehingga setiap
kegiatan terkait sangat eral dengan tusas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Z. Meningkatkan pengawasan atasan langsung (top down) asar rencana kegiatam vang
dibuat dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil auna;
3. Lebih mengaptimalkan pemantapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemul dalam penyusunan Laparan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini akan dijadikan masukan
untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas yang lebth bail di tahun 2017,

Rengat, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU f

*

\% g/ H-ARTEF FABILLAH, SE, M.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199402 1 001

LAKIP 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU TR A I = SO
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